
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 10TAHUN 2021

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkarT ketentuan Pasal 155 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu dilakukan
Penyesuaian tarif retribusi;

c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Aceh Besar Nomor 520/629/2021 tanggal 20 Mei
2021 perihal Permohonan Peraturan

ÿ

Bupati tentang
Penyesuaian Tarif Rumah Potong Hewan (RPH);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Rumah Potong Hewan (RPH).

Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan* Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh
Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 2);

10.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2012 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor
09), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten
Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) (Lembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 59);

11.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55).

Memutuskan..?
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH).

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang
Bupati;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; =- «

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan
daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan
masyarakat Kabupaten Aceh Besar;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,
perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau
organisasi lainnya lembaga dan bentu badan lainnya termasuk kontrak
investasi korektif dan bentuk usaha tetap;

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pibadi atau Badan;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

9. Jasa adalah.

V
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9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

10.Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-pririsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

11.Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan Pemeriksaan kesehatan hewan, pemakaian
kandang, pemakaian tempat pemotongan hewan yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pihak Swasta;

12.Rumah Potong Hewan adalah Rumah potong hewan yang meliputi jasa
pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong dan tempat pemotongan
hewan;

13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat-disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusiyang terutang;

BAB II
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) disesuaikan tarifnya, sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9
(1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis

ternak dan jumlah ternak.

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah
Daerah.

(3) Tarif ditetapkan sebagaimana jumlah pembayaran per satuan unit
pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi;
a. unsur biaya per satuan penyediaanjasa;
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Struktur.
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(4) Struktur dan besaranya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif Per
Ekor

1 Retribusi Pemakaian Kandang
per hari

Sapi/Kerbau Rp. 5.000,-

2 a. Retribusi Pemeriksaan
Hewan

- Sapi/Kerbau
- Kambing/Domba
- Unggas

Rp. 20.000,-
Rp. 8.000,-
Rp. 1.000,-

b. Pemeriksaan hewan ternak
yang dipotong Khusus ÿ

Meugang

Sapi/Kerbau Rp. 30.000,-

3 Retribusi Pemakaian Tempat
Pemotongan Hewan

Sapi/Kerbau Rp. 60.000,-

4 Dihapus

\.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Juli 2021M

25 Dzulqaidah 1442 H

k ' SEKRETARIS DAERAH j
KABUPATEN ACEH BESAR,/i"

V-~

SULAIMI

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 6 Juli 2021 M

25 Dzulqaidah 1442 H

H BESAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 10


